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PERATURAN DAERAHR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAR PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAR
AIR PERMUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIROTAMADYA KEPALA DAERAH TINGRAT II1 KUPANG
Menimuang @ a. bahwa  Poaiax Doecah merupakan sumber  Pendapatan
Dacrah vang penbing guna memblayald  Penyvelenggara
an  Pemerintahan Doaecah dan Pembangunan Daerah
untuld  moaantapoan Obononl Daerah yancg nyata,
dinamia, acract  dan bervtangeuns  ocawab  dengan
Litik ber st peeda Daceab Tinmeskarn 11

baliwa coatiaa berisaxunya Jndong-andang Nomor 18
Tabwun L9070, Lentang Fadak Daerah dan Retribusi

Boawah Toanabh don Adlr FPeormuzaasn yang
duhulu  mengad. Beleibust scbhapgal obyel  pungutan
Dacrabh Tinakal [ voanp  cdiatur  dalam Peraturan
Dacrah Tivgkat 1. werabah menjadi Pajgal Pemanfaa-
tan Adlr Daweb Tanah dan Adle Fermukaan:

vacrah  Lire

L baliwa b Podal remanlaatan Alr Bawah
Tanah ev o Ade T‘_-"mm. wan o mendadi Jenis Padak
Davraly Tioskad il, maka Liil andang perlu o untuk
dite 'L.-:-u.:vi-'h : alaih Tandul dalam sualu Peraturan
Davral skat 11 Kupang.

4 T8 T |

amaduya Dacrah T

HMensingat 1. Undang-un-tang MNemor 5 Tahun 19749 Ltentang  Pokok-
pokol  Dewnseintahan di Dacrealr ¢ Lembaran  Negara
Tabun 1079 i B, Tamboahan Lembaran Negara

R R &
Nomaor D037

2. Undang wisdany Tahun 1958 tentang
Pembontuk Tingkat T Bali Musa
= para Timur ( Le nba:‘an
b Tambahan Lembaran
Hepara tomor Lodd)
S Bndarng g Homer 5  Tahun Laje tentang
Fembientukaog Rtz Pacealr T ingl 2ot | ?’.upang
{ Lembiaran Mooara Tabun o0 Nomoer 13, Tambahan

Lombaran Hesar Nomer 36710

4. Bndang -unednng: Rosmor 18 Tahuan 1097 tentang Pajak
Daerah  ddan CoDnerah o Lembaran Negara
Tabhun o Tondbahan Lembaran  Negara
Nomoar Jube |

5. Undang-undtans Nomor 17 Tabhun 1927 tentang  Badan
Fenyeloonian Jenghicta Pagak (0 Lembaran  Negara

Tahun 1207 Hoper G0, Tambahan Lembaran  Hegara
Nomor 3654

6. Dndsaeg - e dagis O Tahwan 1 5ET tentang
Penapgihan  Pedak dengan Zurct Paksa (0 Lembaran

tHogoaen  Tladwin 00U Nomoe 005 Tamb dis Lembaran
Howara Fo-wee SPE6Y:




7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lHukum
Acara Pilidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 19387 tentang
Pajak Dacrah (Lembaran Hegara Nomor : 54 tahun
1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan Mentori Pertambangan dan Energi Nomor
03 /P /M / Pertambanzan Tahun 1983 tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah;

10. Keputusar HMenterd Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk ‘eraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
tahun 1957 tontang Pedoman Telba cara  Pungutan
Pajak Daerah;

2. Keputusan BMentori Dalam Negoerd Nomor 178
Tahun 1997 tentang  Tata  Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajal Daerah;

13. Keputusan Ulrektuar Jendaral Geologl  dan Sumber
Daya Mineral lemor 3907 K/828/.080000/85 tentang
Pedoman Pelaxzsanaan FPengolahan Alir 2awah Tanah.
Dengan persetujuan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah

Kotamadya Dawcrah Tingkat 11 Kupang.

MEMUTUZSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN

DAB 1
KETENTUAN UMM

. b .
i B Y

b

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimakeud dongan

d .

b.

Decrah adalah Kotamadys Dacrah Tingkat 11 Hupang:

Pemerintan Daerah adsalah Pemerintsah Daerah Hotamadya Daerah
Tingkat II Kupang;

Kepala Daecrah adalah Walikolamadya Kepala Daerabh Tingkat 11
Kupang;

Pejabat adalah Kepala Dinaa Pendapatan Daerah;

Dinas Pendapatan Daervah axdalah Dinas  Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 17 Kupang;

Pajalk Pemanfaatan Alr  Bawahh Tanah dan  Alr Permukaan yang
selanjutnya disebuc pajak adalah Pungutan Daerah atas
Pemanfaatan Alr PBawah Tanah dan Air Permukaan;

Air Bawah Tanah adalalh air vang berada diperut bumi, termasuk
mata air yang muncul sccara alamian di alas permukxaan tanah;
Air Permukaan adalah Al yang berada diatas permukaan
bumi tidak termaszuk aiv lout

Surat Pemberitahuan Pajak Dasrah selanjutnya disingkat  SPTPD
adalah sutat vang Jdigunckan oleh wadib Pajak untulk mela-



m.

E.

Hilecualikan dari obyelt pojak

a.

N

L T

(9]

(1)

porkan perhitungan dan pembayaran Pajal: yang terutang menurut
peraturan perundang-urdangan Perpajakan Daerah;
Surat Setoran Pajak D'zerah, vang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah Surat yvang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penye toran pajak vang terutang ke Kag Daerah
atau ke tempat lain ying ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Surat. Ketetapan Padax Daerah yang =2elanjutnya disingkat SKPD
adalah Surat keputusan yvang menesntulan besarnva jumiah  Pajak
vang terutang;
Surat Ketetapan Padalk Dacrah HEurang Payvar vang 2zelanjutnya
dizingkat SKPDKB adalaly Sural Reputusan yang menentulan
besarnya Jumlah padak vanyg terutang, Jumlah kredit padak,
Jumlah kekurangan pembayaran  pokok palak, besarnya sanksli
adminiastrasi, dan Jumlah yvarye masih harus dibavar:
Surat Ketetapan Pajal Daerah Xurang Bayar Tambahan yang
elanjutnya disingkat SREPDERT adalah  Surat Eeputusan yang
munentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Padalk laeranh Lebih  Bavar yang sclanjutnya

disingkat SKPDLE, adzlah  Surat Xegutusan yang  menentukan
Jumlah kelebihan pembayaran pajal karena jumlah kredit pajak
lebih beaar dari pajalk vang tarutang atau tidak

scharuasnya terutang;

Surat Keletapan Pajalk Dun‘uh Nihj]. Y ANK "rlxnautnya disingkat
SKPIN, adalah Burat Kepubusan yong menontukan  jumlah  padak
yvang terubang sama br;a*w"w dunuan =:miah keredit  pajak atau
pajak tidak terutang duan tiAnk ada kredit pajak;

Surat Tagihan Padak Daeraly vang Rﬂ;nnjntn;J digsingxat ETPD
adalzh aurat untulk melaklul tagihan  padak atau sanksi
adminiatrasl berupa burgs doan atawn dends,

J

BAB 11

NAMA, ORYEK DAR ZSUBYEK PAJAK

Nama Pajak 1ini adalah Pagsk Pemanfaatan  Air  Bawah Tenah
dan Air Permukaan.

Obyeal Pajak adalah:

a. pengambilan air bawah tanzn

L. pengambilan air permukaan

D)

Pengambilan alr  bavwsh Lo 1 Ly permukaan oleh
Pemerintah Pusst dan | i 2

Pengambilan air pereeahnan knuzsus  didirikan
untul  menyelenggarakzn  usaba cbo dan  pemeliharaan
pengalran, serta mengucahoalarn wimber - sunber abrg
Pengombilan air baw:sh Lanabn dan alau  air  permukaan  untuk
kepent.ingan pengairen porosonian rakyat;

Pergambilan air bhawarn  trooh dan atau  air  permukaan antuk
keperluan dagar rumah toangzos

FPengambilan ailr bawah Lanal dan alr permukaan urtuk  keperluan
Badan -badan Soaial ditctapian oleh Hepoala Daerahn.

r 1
| SR S t
Subiyel  Pajak adalah wrang pribadi atau badan vang mangambil

dan atau memanfaatkan a.r boawah {anah dan atauw air permukaan.
Wajibh Fajak adalah corang ;ribadi atau badan vang mengambil

air bawah tanal dan zair posrmuliane:.
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BAR I1I1I
DASAR PENGEMAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

y Daser Pengenaan Pajak adalah nilal perolehan air.

(2) Nilai Perolehan Air sgebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebaglan atau
zelurnuh faktor-faktor:

a. Jenis sumber air;
L. Lokasi zumber air;

Volume air yang diambil:

Rualitas air:

Luas areal tempal vermibaan ziv;

. Musim pengambilan Al

Tingkat kerusakan Tingkungan Vang diakibatkan

oleh pengambilan d=n atau pemanfazatan air.

(3) Cara menzhitung nilai werolehan alr zebazaimana dimaksud pada
ayat (2) adalan mengalilan  wvolume ailr yang diambil dengan
harga dasar air.

(4) Harga Dasar Air sebapsiman: dimakasud pada avat (3) ditetapkan
mecara periodilk oleh  Eevanla  Daerah  dengan memperliatikan
faktor-Ffaktor sebagalmana limaksuvd pada zvat (2

(5, Hasil Perhitungan nilai  perolebhsss air sebagaimaen dimaksud
ayat (2) dan avat (3 ditebapkan oleh Kepala Daerah.

=0 a0

1
kY

a

Tarif Padak ditetapikan schesar 20 % ¢ dua Puiuh peraen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Vaaal 7

(1) Wilavah Pumungutan Pajak yang terutang adalah di wilayah

daerah
(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarip aelagaimana Afmakoud  dalam pasal 6 dengan  dasar

pengenaan Pajak sebagaimana dimabasud dalam pazaal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pacal 8

Maga Pajall adalah satu bulan takwim dalam tahun takwim merupakan
waktu untuk menghlitung hesarnya Fadalk Terutang.

IPazal O
Tahun PFajak adalah Jangka wakiu vangz lamanya aatu  tahun  takwim

kecuali bila wadid Pajak menspgunakan tahun bukuw vang tidak sam
dengan tahun talkwim.



Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajakx terjadi pada saat pengambilan air
bawah tanah dan air permugzan.

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak waldibh mengisi SPTPL

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Farus diisi  dengan
Jelas, henar dan lengkap zerta ditandatangani  oleh Wajib
Pajak atau Kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pensistan SPTPD ditetapkan oleh
Kepala Daeran.

B
N e

BAR VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

(1) Berdasarkan EPTPD sctagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) waalw Daerah  menctbapits Pajarn terutang dengan
menerbitkan SKPD.

i
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimakoud pada ayat (1) tidak atau
™~ kurang dibayar zetelan  lewat waktu paling lama 30 (tiga

sululn) hari agoejak IRED A by L, dikenazan sanksi
)

adminiztrasi  beovupa  Jdeod:s 200 (dua  persen)  sebulan dan
ditaglh dengan menervitian ZTPD.

(1; Waglb PMajak yanpg memt:
dalam Pasal 11
nemperhitungkan dan ;

(2) Dalam Jjangka waktu L (lima) tar

pajak, Kepala Daerall lapat menerbitlan

a. SKPDKERE;

b. SKPDKET;

s

5

rad cendird SDTRL, sebagailmana Jdimaksud
j anan unt u}-: menghitung,

1irl yang teorutang.
saat teratangnya

SKPDN;

SKPDER sebagalimana dimakaud pada ayvalb (25 huruf a ditetapkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

. pajal  vang terutang Lidak atau kurang dibayar dikenakan
sanksi  administracs? berupa denda cebesar 2% (duz persen)

() sebulan dihitung Jdari padak yang kurang atau  terlambat
dibayar untuk Jeaong waktu paling lama 2« (dua puluh
empat.) bulan dihitung sciak saat terutang padak;

b. Apabilal SPIPD tidak dicampaikan dalam jangka waktu yang
ditentulkan dan telah ditegur secara tertulis, dikernakan
sankel administresl berupa denda 5cnﬁqqr 2% (dua persen)
sebulan dihitung dard pajak yvang kurang atau terlambat
dibayar untult  Janghka  walktu paling lama 24 (dua  puluh
empat) bulan dihitung zcjak saat terutangnya padak;

;

Q. %1ah1¢a ¥ewajiban mengiai SPTPD tidakx dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung seconra Jabatan, dan  dikenakan sanksi
1 L I =

administrasi beruaps benzilkan sevecar 28 % { dua puluh lima
perzen) dari  pokol pidsk ditambah zanksi adiministrasi
berupa denda 2 X (Juz persen) cebulan dihitung dari pajak
yvang kurang aton teplambat dibayar  untuk anbxn waktu
paling lama 24 (dus puluh empat)y bhualan dihitung sejak s=aat

terutangnya Pajak
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L)
(2)

(1)

(2)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf b
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
zemula belum terunzgkap yang menyebabkan  penambahan  Jumlah
pajak vang terutang, akan  dikenakan sankel administrasi
berupa kenaikan zebezar 100 % (zeratus peraen) dari Jjumlah
kekurangan padak terasabut.

SKPDN sebagaimana dimalkaud pada ayat ((2) huruf c
diterbitkan apabhila Jjumlah padalk vang terutang sama besarnya
denzan Jjumlah  kredit padals atau padal  tidak  terutang dan
tidak ada kredit Pajalr.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT
gebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak atau
tidak sapenuhnya  dibaym dalam  Janghka waktu yang telah

ditentukan, ditagih dengan .menerbitkan STPD ditambah dengan
sanksi adminiastrasi dends 2% (dua persen) sebulan.

BAE VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN FENYETORAN PAJAK

Pasal 1]
embayvaran  dilalukan ke Has Dmerah balk  oleh Waldlb Pajak
maupun oleh Tnatan:l Cemingut melaluid Bendaharawan
Penerima/Fenyetor yang iiLunf:h cloh Kapala Deerah;
FPembayaran Pajayi sebag: AdAimakoud padan avat (1) dilakukan
dengan mengeunalan QVFU
Penvetoran ke Kas Dacralh cecara Bruto selambat - lambatnya

1 x 24 Jam.
Kepada Inatansi  poempangut ditorikan upanh "ungut 5 % (lima
persen) dari Setoran BErutto.

Pawal 15

Peambayvaran padalt haru: dilakukan sekaligus atau lunas

Kepala Daerah dapat momboeriltan perzetujuan kepada wadib pajak
untuk mengangaur pajax Lerutang Jdalan kurun waktu  tertentu,
seltelah memenuhi persrsaratan yvang ditentukan.

Angsuran pembayvaran puadal  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan
denda asbelar 2 % (dus rerssn)  sebulan dari jumlah pajak
yvang belun atau kurang divavar.

Kepala Daerah dapat memberilan perzetujuan kepada wajib paldak
untuk menunda pembayaran padak scampal batas waltu yvang telah
ditentulkan wsetelah m@amenuh.  poeravaratan  yang ditentukan
dengan dilkenakan bungs 0% (dua persen)  sebulan dari jumlah
padak yang bhelum abtau xuranz dibayar. !

Perayaratan untuk dapat menganzsur  dan menunda pembayaran
aerta tata cara pembavar:ul angsuran dan penundaan schagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4}, ditetaplkan oleh Kepala
Daerah.

("’

Pasal 16

Set.lap pembayaran Pajak zoebagaimana dimaksud dalam pasal 15
diberikan tanda bulktll pombayaran dan  dicatat dalam  buku
renerimaan.

Bentul, Jenis, isi. ukuran tanda bukti rpembayaran dan buku
penerimaan rajak Mu\-,J imana  dimakasud  pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.




BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

(1 Surat Teguran atau Surat  Peringatan atau  zurat  laln vang
sejenias  sasbagail  awal btindakan pelaksanaan  penagihan  Pajak
dikeluarkan 7 (tuduh) hari sodak latuh Lempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari actelah Surat Teguran atau
Sural. Peringatan atau sSurat lain yang sejenis, Wadib Pajak
harus melunasi pajal vang torutang.

(3) Surat Teguran, Surat Feringatan atau surat lain yang sejenis
aebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
vang ditunduk oleh Kepala Daerah.

(1) Apabila Jumlah padjak vane masih harus dibayar tidek dilunasi
dalam jangka waktu =zcbagaimane ditentukan dalam 3urat Teguran
dan Surat Peringatan dan abau Surat lain vang sejenis, Jjumlah
padak vang haruz dibavar dlitagin Jengan Surat Dakasa.

(27 Pejabat smegera menerbitlan SZurat Pakan seteleh 21 (dua  puluh
aatu) hari sejak tangua! 2 Y I

§ sorat Teguran atau Surat Teringatan
atau surat lain vang sedenoos,

vang naras of i hayaae Lide dalam  Jjangka

Apzbila pajak

waktu 2 X 24 jam seculan Langpal Sural Paksa,
Pejabkat BEZCTA mener Litar, A ) Melaksanakan

Penyitaan.

Setelan dilakukan penyvitaan doan Waldib Pajdar belum juga melunasi
utang padaknya, a@etelah lewnt 10 (zepuluhd harl  zejalh tanggal
pelakzanaan Surat Perintah “aanakan Penyitaan, Pejabat
mengaJjukan permintaan penclapan tanggel pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

—

i, tanggal, Jam  dan
tahulkan denpgan segera

Setelah Kantor Lelang Necara menetaprkan har
tempat pelaksgnaan lelang. Juru Sita membusri
secara Lertulils kepada Wasiyn b

adak.

Bentul, Jenis dan izi formulir wang dipergunakan untuk
me laksanakan penagihan  padnak daerah ditetapkan  oleh Kepala
Daerah.

BAR IX
PENGURANGAN , KERINGANAN DAMN PEMBEBAZAN PAJAK

Faasnl 22
(1) Kepala Daerah berdasarian permohenan Wajid  Pajak dapat
memberikan  penguransan,  heringanan dan pembebasan pajdak;
(2) Tata cara pemberian pongurangan, keringarnan dan gembebasan
pajalk sebagaimana dimakaud pada avat (1), ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

7




(1)

{2)

(3)

(4)

()

(2)

,~
)
~

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKS

I ADMINISTRASI

Paaal 24

Kepala Daerah karena jdabatan, atazs permohonan Waldldb  Pajdak

davat

a. membetulkan 2BKI'D atau SKPDKB atau SKPDEBT =z2tau 3TPD  yang
dalam penerhitannyvs berdapat dezalahan tulisx, kesalahan
hitunzg., dan atav keleliruvarn, dallam penerapan  peraturan
perundang - undangan Pecpajakan Dacrah;

b. membatalkan ateau 1k ketetapan padak vang tidak
benar:

c. mengurangkan atau menghavuskan sanlic! administrasi berupa
bunga. denda dan bonailian pajal vang terutang dalam  hal
sankasi  tersebut dikenakxan kEarena kekhilafan Wajib Pajak
atau bkan karena kesalabannva.

FPermohonan pembetulan, CNEUre ngan ketetapan dan

renghapusan  atau pens g

SKPDKB. SKPDKRT dan =

harus dizampailkan ==

Kepala Daerah. atau

puluh) hari sejak tanz
oTPD dengan memberikan
Kepala Daeran atau I'e
aurat permohionan
sudah harus memberilkan
Apabila actelah lew
dimaksud nada avay

memberikan keputusarn,
pengurangan ketetapan
adminiatrazi dianggay

KEBE

Wajdib Pajal dapat men
Damrah atau Pejabat at

SKPD;
SKPDKR;

o

¢c. SKPDKET;

d. SKPDLB;

=. SKPDN;

f. Pemotongan atau o

peraturan perundanﬂ

Permohonan keberatan

disampaikan secara
lama 3 (tiga) bLulan
SKPDLR  dan  SKEPDN dir

remotongan/pemungubtan
pada ayat (1) dengan =
Pajak dapat menunjukh
dipenuhi, karena keads
Kepala Daerah atau Ps
(dua belas) bulan =a
sebagaimana dimaksua
keputusan

N

Sl ig g

\
aebaga

Ty, i

gﬂllnfwlav &
sanksi
shzgalmana

atazs SKPD,
(1)

as

pada ayat

saminlscy
Jimuxwud

UDEN LA

cRra tfrtuli; lah Walit  PaJgak  kepada
P jout lamnatnyva 30 (tiga
gal SKEPDRE. SHPDKEBT atau
g palling lama 3 (tiga) bulan  sedak
A v Jimaksud pada ayat (2) diterima,
arutusan
at waktu 3 (tiga) bulan socecbagalimana
() Hepala Dascrah atau PeJabat tidak

vembetulan, pembatalan,
can atan pengurangan sankei

A 1".'!1(_‘!}'3 nan
1 peenghapt

t
dér
ikatalkan.

y
BAB XI

RATAN DAN BANDING

r|;_

panal

Fazal

gadusan keboeratan hanya kepada Kepala

5 U R

vihal
pasids

mungutan oleh “ctiga Dberdasarkan
undangan perpadakan yvang berlaku.

cebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

criulis dalam bahasa Indonesia  paling
sejal tangsal 3KPD, 3KPDKE, SKPDKBT,
erima oleh Wadib  Padak, atau tanggal
o)leh pihak ketigs zebagaimana  dimaksud
san yang Jjelas kecuall apabila Wajdib
an bahwa Jangka waktu itu  tidak dapat
an diluar kelkuasaannya.
abiat dalam Jangka waktu paling lama 12
ak tanggal zurat  permohonan  keberatan

avat (2 diterima, sudah memberikan




lawal
ayvat (2) Hepala Daerah

eputusEan sermohonan

(4) Apabila setelah
dimaksud pada
memberikan
dikabulkan.

(5) Pengajuan kebaratan aab
menunda kewajiban membayar

‘l

LESLINANIA dimakaud

1'_‘. ?...u .

(1) Wajily Padak dapat mengajukan mandd
Penvelegaian Senghkeba FPajai dalan Jangka
setelalh Jditecimanya kopubtusan keboratan.

(2) Fengajuan banding se inonnn dimakaad

menunda kewajitan  memnbaya: padzalk.

. .

pengajuan keberatan sctagaim

el
N S b1 o | 2
sebaraimans dimakaud da

Apabila
atau banding
sebagian albau SEluruhnyu.

S »

dengan  ditambab imbala ar 2% (dua
untuk paling lama 24 (du- ) buian

PENGEMBALIAX

(1) Wadik Pajak dapal el

kalaebihan pembayaran ozl opa
Kepala Daerah atau Pegatbal wlam
Lelas) bulan sedall ditorimanya

L P & o G 1
2.'_‘11L|¢.-:l.¢|ﬂ-;£? a Qi

o Kepala
Jangiea

9

{dua
kelobihan pembayaran padak
harus memberikan Kepubusar
(3) Apabila Jangka walit. ool
dilampaui Repala Dacsalh  abs
Leputusan, permohonar. pongsobalian
diarggep dilkabulkan dar SEPDLE harus dit
paling lama 1 (satbu) Lolan,
(4) Apebila Wajib Padak membpunvai
pembayaran Pajdak sobagaimans: dimaksud pa
dipverhitungkan untuk: melunasl terlebih
dimaksud.
Pengembal ian
paling lama 2

E T ) ll.‘f.\f‘("&

kelebi

kelebihun emboyaran padak
(dua) bulan cedak dite
menerbitkan Surat Peristab Menmvayar
(6) Apabila pengembalian Xkelcotihan

setelah lewat waktu 70 dua)
SKPDLB, HKepala Daeral Poejabat
sebesar
kelebihan padak.

(84}

bhulan

Aanall

Apabila Xkelebihan pembayoaran
padalk lainnya, sebagalmana dlimaks
pembayaran  Jdilakuban  derngson

reminanlh bukuan jugsa berl o (-

Lam p

'z1ﬂ£d:

wakta 12 (dua belas

keheratan

pada avat

18 dimaksud dalam

AELEBIHAN PEMBAYARAN

Lemnononan

waktu paling
permchoenan

1 Py

bl \F\.'\k’\,'a‘-
erbitkan

utang pajak
da ayat (2Z) langsung

:rbitkannya SKPDLER
Helebihan Padak
pembayvar
acjal

memberikan
2% (dua perserd sciulan stan kKets

i tungkan  derg

bulan sebagaiamana
atau Pejabhat tidak
dianggap

padz ayat (1) tidak

madan
bulan

e Lepada
waktu 3 {tiga)

1y kidak

Fagal 25
dikabulkan

azal 26

3
1
rembavaran pajak dikembalikan

sebulan

perasen)

FAIAL

rengenbalian
Daerah atau Pejabat.
lama 12
rengembalian
malksud pada ayat (1)

d pada ayat (2)

tidak nemberikan
han pembayaran pajak
dalam waktu

lainnya, kelebihan

dahulu utang

dilakuran dalam waktu

dengan
( SPMEP) .

an pajak  dilakukan
diterbitkannya
imbalan bunga

riambatan pembayaran

a
aeal 28 ayet  (4),
bukuan dan

vombayaran.




BAB XJT1I1I
KEDALUWARGEGA
Fasal 30

(1) Halk untuk melakulan penagihan  padak., kedaluwarsa setelah
melampaui Jangka walktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnyva pajak., kecualil apub;]ﬁ wadibh  pajak melakukan
tindak pidana dibidang vervajakan Doapah

(2) Kedaluwarsa FPenagihan padal sebhagainana dimaksud avat (1)
tertangguh apabila
a. Diterbitkan qurat Taguran dan Surat Paksa atau;g
b. Ada pengakuan utanz pajal dard wad;b rajak bail  langsung

maupun leak langsung.

BAR XIV

LTERTUAN PIDANA

(1) Wajib Pajak karena keglpoarnmys  cidak menvameaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidiak Lenar atau tidak lengkap atau
nclampirkan P»Lernng:n vargy Lidak benar  gehingga merugikan
Keuangan Daeran dapat dipicdana dengan Fldana kurungan paling
lama 1 (saau} Tahun dan atau denda palling banvak 2 {dua) kali
Jumlah pajal vang terhutang

(2) Wajiv Padalr yang dengan zengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau menglisi dengan  Lidal benar atau tidak  lengkap atau
melampirkan keterangan yann tidak benar  sehingga  meruglkan
Keuangan Daesrah dapat §pd o Pidana Penjara  paling
lama 2 (dua) Tahun dan satszu denda paling banvak 4 (empat)
kali Jumlah Pajak yans torutang.

! eral; tidalt dituntut setelah

] Tfhun aejal saat  terutangnya

atau berakhirnya baglan
vang bersangkutan.

Tindak Fidana di Eldang pFeopeaje
melampaui Jangla waitbu 10 (s

FPajak atau berakhlirnys
Tahun Pajak atau berakhim

BAR XV

PERY TDI KAN

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Femarintah

Daerah diberi wewenang  khusus  asbagal penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981
entang Hukun Acara Pilduana
(2) Wewenang penyiadik sebagaimana di 4 pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti  keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindalk pidana  di  bidang
perpadakan dacrah agary keterangan atau laporan  tersebut
menjadi lebih lengkap dan Jolasz:
L., meneliti, mencari. dan penngumpulzan keterangan mengenal
orang pribadi atao badan tentang kebenaran perbuatan  yang
dilakulkan s=sehubunsan  Jdengan  tindak pildana rerpajakan

MeL oy

dacrah; E

\
§

i




h.

tonan bukti dari orang privadi atau
tindak pidana di bidang perpajakan

meminta xeterangan
badan sehubungan «
dasrah;

memeriksa buku-bu
lail‘ barkenaan s
daeral;

melakukan  penggel
pembukuan, pencats
melakukan penyitaan

'_'r’.-.i:-at,an—-g atavan, dan L'lOnLlI"‘F‘n CIUAUD]G'T!
2an tindalk pidana Jdibidang  perpadakan

cdanean rbtul mendapatkan bahan  bukti
A deny dokuemen-ackumen lain, serta
torhadap bhahan buktig

meminta banbuan Lenana o001 dalamn rangha pelaksanaan tugas
penyidikan tindal riv 11 bidang pé:‘”alcd{ar daeran;
menyurun berhentd selarvong sacescorang meﬂlv”galkan ruangan
slau  Lempat pada sxal pemesilsaan sedang berlangsung  dan
memeriksa  identitas  crang dan atau dokumen vang dibawa
sebagalimana dimalkoud pada huruf e

memotret  seseorans  vang bLorlkaitan dengan tindsk  pidana
perpajakan daerah;

memanggll orang untuiz alduengar koete

rangannya Jdan diperiksa

s

sebuznl tevsanghla staa ankos

J. menghentikan penyidikan:

Y. melalkukan tindal =y Yoty ovang perlu ountulr kelancaran
penyidiltan findad ideaon Jdi bidans Perpejakan Dwezrah dan
monurut hulkum yang Jdapat diporbanggunglawablan

(3 Penvidil sebagalmans 2imicoeid « avat 410 memberitahukan

dimuleinya  penyidilan darn penvanpaikan nasll wenvidikannya

e

"G,‘l.

;4

vy,
hcll

mengoenal  pel
Daeran.

pada  DPenuntut  Uaran, oo coal dengan sctentunn yang  diatur

alam Undang - undars fomor & tahun 1981 tentanyg dukum Acara
e

ana.

nal yang balwn diatans a0 al beratur verall ind gepanjang
. ' () i - Y = ki3 Ssara o L
Aanaannys whan S0t btuapkan dengan Heputusan  Kepala




RETENTUAN PERUTUP

Peraturan Dacran ini mulal berlaiin pads fansgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulinya, menmerintahkan  pengundangan
Peravuran Daesrah ini dengeon penempatanmya dalam Lembaran  Daerah

Kotaradya Daerah Tinglkat 1. Kupeng. Q/)

Ditcetapkan di Kupang
rada tanggal 30 Maret 1998
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DEKRETARTE WILATANL/DAEKAH
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II.

PENJELASAN j2 % B O
ATAS T Y
PERATURAN DAERAH ‘“n&_@fﬁ;bﬁ\
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG ’“«qﬁﬂﬁj
NOMOR : 3 TAHUN 19968 '
TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR_BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
Umum.
Bahwa Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Alir

Permukaan asebelum berlalkunya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajalk Daerah dan Retribusl Daerah, merupakan
Sumber Penerimaan Daerah Tingkat I =sebagal Jenis pungutan
Retribusi Daerah vang dilkenal dengan Pengendalian Pemboran
dan Pemakalan Air bawah tanah.

Dalam rangka penataan kembali beberapa Jjenis Retribusi
vang pada hakekatnya bersifat Pajak termasuk didalam Jenis
pemungutan tersaebut dengan pertimbangan bahwa untuk
memperkuat upaya peningliatan penerimaan Daerah Tingkat II dan
maenduliung perkembansgan  Otonomi Daerah vang nyata dan
Lertanggung Jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Perdasarkan rertimbangan dimakaud, maka Pajak
Pemanfaatan Alr Pawah Tanah dan Alr Permukaan ditetapkan
sebapai  amalah  satu Pagal Daerah Tingkat II sesuail Pasal 2
ayvat (2) Undang - undang Homor 18 Tahun 1997.

Pasal Demi Pasal. o

Fasal 1 huruf a s/d ¢ : cukup Jjelas.

huruf d : PeJjabat adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah yang berdasarkan
kewenangan Kepala Daerah ditunjuk

untuk melaksanakan penagihan Pajak
Daerah.

huruf e s/d p : culup jelas.
Pasal 2 s/d Pasal 4 cocukup Jjelas.
Pagal 5 ayat (1) : cukup Jelas
ayat (2) : Nilai perolehan air dinyatakan dalam

nilal rupiah dengan memperhatikan :
- faktor Jenls air;
faktor sumber ailr;
faktor volume air yang diambil;
faktor hualltas air;
faktor luas areal tempat
permukaan air;
faktor tingkat kerusakan lingkungan
vang diakibatkan pengambilan atau
vemanfaatan alr.
Lebith landut ditetapkan dengan
Feputusan Kepala Daerah.




- w
! 3 .
0 Pasal 6 s/d Pasal ZU
Pasal I2¢
Pasal 30 s/d Pasal 35
.
L

e

cukup jelao.

Feelebihan pembiayaran Padakr ke Kas

Dacrah olenh Wajib Pajal sebelum
direstitust kepada  Wajib Pajak
diteliti lebih dahulu apabila

ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang

Pajak lain, maka kelebihan Pajak
tersebut digunakan untuk menutup
hutang - hutang Pajak lainnya yang

belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

cukup jelas.
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Powesad

oletzihon Dembavaran Padak oleh Wadib
Paoal ddperhitanghan untuk  menutup
Beccodthan pembiayarvan ntang aJak laln
et vl bbon hal perloritas.

vuliuge gelac,




